
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 104/PMK. 05/2017 
TENTANG 

PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN 

LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA 

DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 

Negara telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 210/PMK.OS/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi 

dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup 

Bendahara Umum 

negarajlembaga; 

Negara dan kementerian 

b. bahwa untuk penyesuaian proses bisnis rekonsiliasi agar 

sesua1 dengan perkembangan teknologi informasi 

pengelolaan keuangan negara dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 46B ayat (10) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 213/PMK.OS/2013 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan M·enteri 

Keuangan Nomor 215/PMK.OS/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan 

213/PMK.OS/2013 

Menteri Keuangan Nomor 

tentang Sistem Akuntansi dan 
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Mengingat 

Menetapkan 
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Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu mengatur 

kembali ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan 

rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan· Keuangan 

lingkup Bendahara Umum Negara dan kementerian 

negarajlembaga; 

c. bahwa ber:dasarkan pertimbangan sebagaimana 

1. 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman 

Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan 

Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian 

NegarajLembaga; 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

2. · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 

tentang · Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05 ./2013 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2137) ;  

MEMUTUSKAN: 

· PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN 

REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA DAN KEMENTERIAN 

NEGARA/LEMBAGA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan · data transaksi 

keuangan yang diproses dengan beberapa 

sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen 

sumber yang sama. 

2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN 

adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan 

fungsi BUN. 

3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya 

disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh 

kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan 

fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara. 

4. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, 

neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan 

perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran 

lebih, dan catatan atas laporan keuangan. 

5 .  Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat 

BAR adalah dokumen yang menyatakan bahwa proses 

rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukan 

hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk 

diterbitkan. 

6. Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi . yang 

selanjutnya disingkat SP2S adalah surat pemberitahuan 

tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN 

kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang 

tidak melakukan .Rekonsiliasi sampai batas waktu yang 

ditentukan. 

7. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi 

yang selanjutnya disingkat SP3S adalah surat 

pemberitahuan mengenai pencabutan sanksi yang 
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diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara selaku Kuasa BUN kepada Unit Akuntansi Kuasa 

Pengguna Anggaran yang telah melakukan Rekonsiliasi 

sampai batas waktu yang ditentukan. 

8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah 

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna .Barang 

yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada 

kementerian negarajlembaga atau Bagian Anggaran 

BUN yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 

dari suatu program. 

9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

10. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA 

adalah unit akuntansi instansi yang melakukan · 

kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker. 

11. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa 

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit 

akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang yang 

dilakukan oleh Menteri. Keuangan selaku BUN dan 

Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan 

Per hi tung an. 

12. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa 

Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah yang 

$elanjutnya disebut UAKBUN-Daerah adalah unit 

akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan 

akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

( 1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan 

Rekonsiliasi lingkup Satker pada Bagian Anggaran BUN 

dan kementerian negarajlembaga. 

(2) Satker pada Bagian Anggaran BUN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan Satker Bagian 

Anggaran BUN yang menyusun laporan keuangan tidak 

menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi. 

(3) Satker pada kementerian negarajlembaga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk Satker yang 

menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 

Umum. 

(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan 

bendahara pengeluaran dan/ a tau bendahara 

penerimaan Satker; dan 

b. Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara 

UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN-Daerah. 

(5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan sebelum laporan keuangan disampaikan 

kepada unit akuntansi di atasnya untuk tujuan 

konsolidasi. 

(6) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

termasuk: 

a. Rekonsiliasi antara unit pelaporan keuangan 

dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang; 

b. Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna 

Barang dengan Pengelola Barang; dan 

c. Rekonsiliasi antara BUN dengan Pengelola Barang. 

(7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. 
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BAB III 

PELAKSANAAN. REKONSILIASI 

Pasal 3 

( 1) Rekonsiliasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(4) huruf a·dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian 

an tara sal do kas di neraca dengan sal do kas di bendahara 

pengeluaran dan/ atau bendahara penerimaan. 

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan me.mbandingkan saldo kas pada 

pembukuan bendahara pengeluaran dan/ a tau bendahara 

penerimaan Satker dengan neraca UAKPA/UAKPA BUN. 

(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan setiap bulan sebelum dilaksanakan 

Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah. 

( 4) Hasil Rekonsiliasi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dituangkan dalam BAR. 

(5) Format dan bentuk BAR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dibuat sesuai dengan ketentuan yang mengatur 

mengena1 penatausahaan, pembukuan, dan 

pertanggungjawaban bendahara pada Satker pengelola 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta verifikasi 

laporan pertanggungjawaban bendahara. 

Pasal 4 

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(4) huruf b dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis 

web (e-Rekon&LK). 

(2) Aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan 

berbasis web (e-Rekon&LK) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan aplikasi yang menerapkan single 

database antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan 

keuangan pada Pengguna Anggaran. 
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(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setiap bulan. 

(4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituarigkan dalam BAR. 

(5) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani 

secara elektronik oleh: 

a. Kepala Subbagian Keuangan/ pejabat yang 

menangani keuangan atas nama Kuasa Pengguna 

Anggaran; dan 

b. Kepala Seksi yang menangani akuntansi pada KPPN 

atas nama Kuasa BUN. 

(6) Dalam hal penandatanganan BAR secara elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat 

dilakukan, BAR ditandatangani secara manual. 

(7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (3) sampai dengan penerbitan BAR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 

tanggal 14 (empat belas) setelah bulan bersangkutan 

berakhir. 

(8) · Dalam hal tanggal 14 (empat belas) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari liburjyang 

diliburkan, Rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada 

hari kerja sebelumnya. 

(9) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal 

Perbendaharaan dapat mengatur jadwal dan tanggal 

pelaksanaan Rekonsiliasi yang berbeda dari ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7). 
(10) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

paling sedikit meliputi: 

a. kebijakan cutijlibur nasional; 

b. kebijakan penyusunan laporan 

semesteran, tahunan unaudited, dan· 

audited; dan/ a tau 

c. permasalahan sistem aplikasi. 

keuangan 

tahunan 

(11) Dalam hal penyusunan laporan keuangan audited 

terdapat perubahan data laporan keuangan yang 

mempengaruhi laporan keuangan UAKPA/UAKPA BUN 
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dan UAKBUN-Daerah, UAKPA/UAKPA BUN melakukan 

Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah. 

Pasal 5 

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 

dilaksanakan dengan berpedoman pada Modul Rekonsiliasi 

dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara 

Um.um Negara dan Kementerian Negara/Lembaga tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

BAB IV 

SANKS I 

Pasal 6 

(1) UAKPA/UAKPA BUN yang tidakjterlambat melakukan 

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(7) sampa1 dengan ayat (10) dikenakan sanksi 

administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) , dilaksanakan oleh KPPN dengan 

mengembalikan Surat Perintah Membayar yang telah 

diajukan oleh Satker. 

(3) Pengembalian Surat Perintah Membayar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) , dikecualikan terhadap Surat 

Perintah Membayar Langsung belanja pegawa1, Surat 

Perintah Membayar Langsung kepada pihak ketiga, dan 

Surat Perintah Membayar Pengembalian. 

( 4)  ·Pengenaan sanksi administratif se bagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak membebaskan UAKPA/UAKPA BUN 

untuk melakukan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah. 

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dim.aksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2S. 

Pasal 7 

Dalam hal UAKPA/UAKPA BUN telah melaksanakan 

Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah setelah dikenakan 
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sanksi administratif, UAKBUN-Daerah menerbitkan SP3 S 

bersamaan dengan penerbitan BAR. 

Pasal8 

Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan sesuai 

dengan Modul Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan 

Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian· 

Negara/Lembaga tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 9 

(1) Dalam kondisi tertentu, Rekonsiliasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat {4) huruf b dapat dilakukan 

secara terpusat. 

{2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 

antara lain volume transaksi yang besar. 

{3 ) Rekonsiliasi secara terpusat sebagaimana dimaksud pada 

ayat {1) merupakan Rekonsiliasi yang dilakukan antara 

Satker kantor pusatjkementerian negarajlembaga dengan 

kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN 

Khusus Penerimaan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

{ 4) Pelaksanaan Rekonsiliasi secara terpusat se bagaimana 

dimaksud pada ayat {3) dapat dilakukan terhadap 

penerimaan yang volume transaksinya besar, meliputi: 

a. pendapatan perpajakan; dan 

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu pada Satker 

pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak secara 

terpusat. 

{5) Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi: 
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a. pendapatan hak dan perijinan serta pendapatan uang 

pewarganegaraan pada Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia; 

b. pendapatan layanan pertanahan dan pendapatan 

uang pendidikan pada Kantor Pusat Badan 

Pertanahan N asional; 

c. pendapatan jasa Kantor Urusan Agama pada 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementerian Agama; dan 

d. pendapatan dana reboisasi dan pendapatan Provisi 

Sumber Daya Hutan . pada Biro Keuangan 

Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hid up 

dan Kehutanan. 

(6) Perubahanjpenambahan terhadap Penerimaan Negara 

Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal10 

Rekonsiliasi yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini 

mulai berlaku, diakui sebagai Rekonsiliasi berdasarkan 

Peraturan Menteri ini. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.OS/2013 tentang Pedoman 

Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan 

Lingkup. Bendahara Umum Negara dan Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
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2013 Nomor 1614) dan segala ketentuan yang 

mengatur mengenai Rekonsiliasi, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 12 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

f I 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Juli 20 17 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

Ditetapkan di Jakarta 

pad a tanggal 21 J uli 2 0 1 7 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1025 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u. b. 
Plh. Kepala Bagian T. U. Kementerian 

�� 
LUHUT MR LIMBONG f 
NIP 196105031988101001 
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LAMPI RAN 

. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 104/PMK.OS/2017 
TENTANG 

PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA DAN 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

MODUL 

REKONSILASI DALAM PENY.USUNAN LAPORAN 

KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA 

DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa 

untuk mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah maka perlu 

diselenggarakan sis tern pengendalian in tern yang di dalamnya 

mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang 

diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(PA/KPA) dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh 

Bendahara Umum Negara. 

Salah satu karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas 

yang dikehendaki menurut Kerangka Konseptual Standar Akuntansi 

Pemerintahan adalah keandalan (reliability). Pasal 46 ayat (1 ) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 5/PMK.05/2016 

menyatakan bahwa dalam rangka meyakinkan keandalan dalam 

penyusunan laporan keuangan dilakukan rekonsiliasi. Pasal 46B ayat ( 1 0) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 5/PMK.05/2016 

menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca�a pelaksanaan 

rekonsiliasi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan . . 

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang 

diproses dengan beberapa sistemfsubsistem yang berbeda berdasarkan 

dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk 

mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbed�an pencatatan (suspen) 

yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang 

disajikan dalam laporan keuangan. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dinyatakan bahwa 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 

meliputi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAl) dan 
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Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara 

(SABUN). 

SAl dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian 

Negara/Lembaga dengan membentuk: 

1. Unit Akuntansi dan Pe
.
laporan Keuangan yang terdiri dari: 

a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ; 

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah 

(UAPPA-W) ; 

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 

(UAPPA-El) ; dan 

d. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) . 

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang yang terdiri dari : 

a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) ; 

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) ; 

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang- Eselon 1 (UAPPB -

E1) ;  dan 

d. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) . 

SABUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Bendahara 

Umum Negara meliputi dua fungsi yaitu selaku Pengelola Kas dan selaku 

Pengguna Anggaran Bagian Anggaran BUN/Transaksi BUN Lainnya. Salah 

satu subsistem SABUN adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh BUN selaku Pengelola Kas (Kuasa 

BUN) . Dalam rangka pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran 

negara, terdapat hubungan transaksi antara Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran pada Kementerian NegarajLembaga dan Bagian 

Anggaran BUN dengan Kuasa BUN sehingga memungkinkan dokumen 

sumber yang sama dibukukan oleh PA/KPA maupun Kuasa BUN. Dalam 

· rangka meyakinkan keandalan. data laporan keuangan wajib dilakukan 

rekonsiliasi data laporan keuangan antar subsistem pada K/L dan BA BUN 

serta rekonsilisiasi data laporan keuangan antara K/L dan BA BUN dengan 

Kuasa BUN. 

Dalam rangka mengatur pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka 

penyusunan Laporan Keuangan lingkup Bendahara Umum Negara dan 

Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.OS/2013 tentang Pedoman 

Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup 

Bendahara Umum Negara Dan Kementerian NegarajLembaga. Dalam 
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perkembangannya, penerapan teknologi informasi telah mempengaruhi 

proses bisnis pengelolaan keuangan negara. Penerapan teknologi informasi 

juga memungkinkan dilakukan penyederhanaan proses bisnis rekonsiliasi 

dan penyusunan laporan keuangan. 

Dalam rangka penyesuaian proses bisnis rekonsiliasi agar sesua1 

dengan perkembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan negara 

serta melaksanakan ketentuan Pasal 46B ayat (10) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 213/PMK.OS/2013 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 5/PMK.OS/2016, perlu mengatur 

kembali ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan rekonsiliasi dalam 

Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan 

Kementerian NegarajLembaga. 

B. RUANG LINGKUP 

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai rekonsiliasi data laporan 

keuangan satuan kerja dalam rangka penyusunan LKKL dan LKBUN yang 

meliputi: 

1. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara 

Pengeluaran/Penerimaan Satker; dan 

2. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN-Daerah. 

UAKPA yang melakukan rekonsiliasi termasuk Satker Badan Layanan 

Umum (BLU) . UAKPA BUN yang melakukan rekonsiliasi adalah UAKPA BUN 

yang dalam penyusunan laporan keuangannya tidak mengunakan sistem 

aplikasi terintegrasi (SPAN) . 

Peraturan Menteri ini tidak mengatur mengenai: 

1. Rekonsiliasi antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan 

barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; 

2. Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan 

Pengelola Barang; dan 

3. Rekonsiliasi antara BUN dengan Pengelola Barang. 

Pelaksanaan rekonsiliasi tersebut diatur dengan Penituran Menteri 

Keuangan tersendiri. 

C. KEBIJAKAN REKONSILIASI 

1. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara 
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Pengeluaran/ Penerimaan 

a. Rekonsiliasi internal antara UAKPA/UAKPA BUN dengan 

Bendahara Pengeluaran/P�nerimaan dilaksanakan untuk 

meyaki[.l.kan keandalan saldo Kas di Bendahara 

Pengeluaran/Penerimaan yang disajikan di dalam Neraca. 

b. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara 

Pengeluaran/Penerimaan dilakukan setiap bulan sebelum 

laporan keuangan dilakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN

Daerah. 

c. Hasil rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara 

Pengeluaran/Penerimaan dituangkan dalam BAR. 

2. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN-Daerah 

a. Seluruh jenjangjtingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan 

pada SAl telah menggunakan single database, demikian pula 

seluruh tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada 

SiAP juga telah menggunakan single database. Tetapi karena 

database SiAP terpisah dengan database SAl, · maka untuk 

menghasilkan data yang akurat dan andal wajib dilakukan 

rekonsiliasi atas data transaksi keuangan yang diproses oleh 

kedua sistem tersebut. 

b. UAKPA BUN melaksanakan akuntansi· dan pelaporan dengan 

menggunakan sistem aplikasi terintegrasi (SPAN) yang terkoneksi 

secara single database dengan UAKBUN-Daerah. Dalam hal 

terdapat UAKPA BUN yang penyusunan laporan keuangannya 

tidak menggunakan aplikasi SPAN (UAKPA BUN non SPAN) 

sehingga tidak terkoneksi secara single database dengan Kuasa 

_BUN, maka UAKPA BUN tersebut wajib melakukan rekonsiliasi 

dengan UAKBUN-Daerah. 

c. Rekonsiliasi data laporan keuangan antara UAKPA/ UAKPA BUN 

non SPAN dengan UAKBUN-Daerah dilaksanakan secara 

elektronik menggunakan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan 

laporan keuangan berbasis web (e-Rekon&LK) dan hanya 

dilakukan di tingkat UAKPA/UAKPA BUN dan UAKBUN-Daerah, 

dalam hal unit-unit akuntansi pada jenjang di atas UAKPA/ 
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UAKPA BUN non SPAN dan UAKBUN-Daerah masing-masing 

telah terkoneksi secara single database. 

d. Elemen data yang dilakukan Rekonsiliasi paling sedikit meliputi: 

1. Pagu Belanja; 

2. Belanja; 

3 .  Pengembalian Belanja; 

4 .  Pagu Transfer; 

5 .  Transfer; 

6. Pengembalian Transfer; 

7. Estimasi Pendapatan Pajak; 

8. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak; 

9. Pendapatan Pajak; 

10 . Pendapatan Bukan Pajak; 

11. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak; 

12 . Pengembalian Pendapatan Pajak dan Imbalan Bunga; 

13 . M u tasi U ang Persediaan; 

14 . Kas di Bendahara Pengeluaran; 

15.  Kas pada BLU; dan 

16. Kas Lainnya di kementerian negarajlembaga dari Hibah 

antara yang dicatat pada SAI/SABUN dengan yang dicatat 

pada SiAP. 

e. UAKPA/UAKPA BUN melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra 

kerja, termasuk transaksi yang dilakukan melalui KPPN di luar 

KPPN mitra kerja, seperti: 

1. Transaksi setoran melalui MPN -G2 yang rekening 

penyetorannya dikelola oleh KPPN Khusus Penerimaan; 

2 .  Transaksi setoran langsung ke Rekening Kas Umum Negara 

(RKUN) ; 

3 .  Transaksi pener1maan dan pengeluaran yang dilakukan 

melalui KPPN Khusus Penerimaan dan Hibah; dan 

4 .  SPM KP (SPM Pengembalian Pendapatan Pajak) yang 

penca1rannya dilakukan di luar Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) . 

f. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN-Daerah 

dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 14 bulan 

berikutnya. 
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g. Apabila tanggal 14 jatuh pada hari libur I diliburkan, rekonsilias:. 

antara UAKPAIUAKPA BUN dengan UAKBUN-Daerah 

dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. 

h. Dalam kondisi tertentu seperti: adanya kebijakan pemerintah 

mengenai libur I cuti nasional, kebijakan penyusunan dan 

penyampian laporan keuangan unaudited dan audited, ata1.:. 

terjadi permasalahan sistem, Direktur Jenderal Perbendaharaar: 

dapat mengatur kembali jadwal pelaksanaan rekonsiliasi. Hal in:. 

perlu dilakukan agar entitas akuntansil pelaporan mendapatkar: 

alokasi waktu yang memadai dan wajar untuk melakukan proses 

rekonsiliasi, penyusunan, dan penyampaian laporan keuangar: 

yang berkualitas. 

1. Hasil rekonsiliasi antara UAKPAIUAKPA BUN dengan UAKBUN

Daerah dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang 

ditandangani oleh penanggung jawab rekonsilasi pad2. 

UAKPAIUAKPA BUN dan UAKBUN-Daerah. 

J. Penandatangan BAR dilaksanakan secara elektronik melalu:.. 

aplikasi e-Rekon&LK. Apabila diperlukan, penandatanganan BAR 

dapat dilakukan secara manual. 

k. . Dalam kondisi tertentu, rekonsiliasi data laporan keuangan dapat 

dilaksanakan secara terpusat antara Satker pada kantor pusat 

Kementerian NegaraiLembaga dengan Kantor Pusat Ditjer: 

Perbendaharaan atau KPPN Khusus Penerimaan. 

1. Pelaksanaan rekonsiliasi secara terpusat antara lain dapat 

dilakukan terhadap penerimaan yang volume transaksinya besar: 

seperti: 

1. Pendapatan perpajakan; dan 

2. PNBP tertentu pada Satuan Kerja Pengguna PNBP secar2. 

terpusat yang antara lain meliputi: 

a) pendapatan hak dan perijinan serta pendapatan uang 

pewarganegaraan pada Direktorat J enderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Man usia; 

b) pendapatan layanan pertanahan dan pendapatan uang 

pendidikan pada Kantor Pusat Badan Pertanahan 

Nasional; 
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c) pendapatan jasa Kantor Urusan Agama pada Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian 

Agama; dan 
d) Pendapatan Dana Reboisasi dan Pendapatan Provisi 

Sumber Daya Hutan pada Biro Keuangan Sekretariat 

Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan . 

. m. Perubahanfpenambahan terhadap PNBP yang dilakukan 

rekonsoliasi secara terpusat ditetapkan dengan Keputusan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

n. UAKPA/l!AKPA BUN yang tidak/terlambat melakukan 

rekonsilisasi dikenakan sanksi administratif berupa 

pengembalian SPM yang diajukan oleh Satker. Pengenaan sanksi 

administratif dikecualikan terhadap SPM LS Belanja Pegawai, 

SPM LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 21 -

BAB II 

PELAKSANAAN REKONSILIASI 

A. REKONSILIASI ANTARA UAKPA/UAKPA BUN DENGAN BENDAHARA 

PENGELUARAN/PENERIMAAN 

1. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara 

Pengeluaran/Penerimaan dilaksanakan untuk memastikan 

kesesuaian antara saldo kas di Neraca dengan saldo kas di Bendahara 

Pengeluaran dan/ atau Bendahara Penerimaan. 

2. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara 

Pengeluaran/Penerimaan dilaksanakan setiap bulan secara manual 

antara pembukuan B.endahara Pengeluaran/Penerimaan dengan data 

laporan keuangan pada UAKPA/UAKPA BUN yang dihasilkan dari 

Aplikasi SAIBA. 

3. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara 

Pengeluaran/Penerimaan dilakukan sebelum ADK disampaikan 

kepada KPPN dalam rangka rekonsiliasi. 

4. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan Saldo Kas yang 

dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada pembukuan 

Bendahara PengeluaranjPenerimaan dengan saldo akun Kas yang 

tersaji pada NeracajNeraca Percobaan UAKPA/UAKPA BUN. 

5. Rekonsiliasi dilakukan secara detail sampai dengan akun 6 (enam) 

digit pada Neraca Percobaan untuk mengidentifikasi kemungkinan 

kesalahan akun kas di level 6 (enam) digit yang tidak teridentifikasi di 

dalam face Neraca. Misalnya kesalahan p�nggunaan akun setoran 

pengembalian TUP dengan akun pengembalian UP atau sebaliknya. 

Karena padaface Neraca saldo akun UP dan TUP disajikan dalam satu 

pas yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran, kesalahan tersebut tidak 

terindentifikasi, namun di dalam Neraca Percobaan akurt Kas di 

Bendahara Pengeluaran UP dan akun Kas di Bendahara Pengeluaran 

TUP masing-masing akan bersaldo dan salah satunya bersaldo kredit. 

Tindak lanjut atas selisih tersebut, UAKPA/UAKPA BUN melakukan 

koreksi akun setoran/ potongan pengembalian UP /TUP ke KPPN sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

6. Elemen data yang direkonsiliasi adalah semua kas yang tertuang di 

dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ 

Penerimaan. Dalam hal Bendahara Pengeluaran tidak hanya mengelola 
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dana Uang PersediaanjTambahan Uang Persediaan (UP/TUP) tetapi 

juga mengelola dana yang bersumber dari SPM/SP2D LS Bendahara, 

potongan pajak, maupun pendapatan, dan Bendahara Penerimaan 

tidak hanya mengelola dana setoran pendapatan tetapi juga dapat 

mengelola dana lain seperti dana pihak ketiga, maka elemen data yang 

direkonsiliasi tidak terbatas pada kas UP /TUP dan pendapatan tetapi 

dapat meliputi semua kas yang tertuang di dalam pembukuan 

Bendahara. 

7. Sesuai ketentuan yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi, tidak 

semua kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran/Penerimaan · wajib 

dilakukan pencatatan dan penyajian di neraca setiap bulan. Oleh 

karena itu, elemen data yang direkonsiliasi setiap bulan mengacu pada 

kebijakan pencatatan dan penyajian masing-masing akun kas. Akun 

Kas di Bendahara Pengeluaran UP /TUP wajib dilakukan rekonsiliasi 

internal setiap bulan. 

8. Hasil rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara 

PengeluaranjPenerimaan dituangkan dalam BAR. 

9. Format dan bentuk BAR dibuat sesuai ketentuan yang mengatur 

mengenai penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban 

Bendahara pada Satuan Kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara serta verifikasi Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara. 

B. REKONSILIASI ANTARA UAKPA/UAKPA BUN DENGAN UAKBUN-DAERAH 

1 .  Aplikasi Rekonsiliasi 

Rekonsiliasi keuangan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan 

UAKBUN-Daerah menggunakan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan 

laporan keuangan berbasis web yang disebut e-Rekon&LK. Selain 

untuk rekonsiliasi, aplikasi e-Rekon�LK digunakan untuk 

menghasilkan laporan keuangan tingkat UAPPA-W, tingkat UAPPA-El, 

dan tingkat UAPA (K/L) . Hal tersebut dimungkinkan dengan 

penerapan single database pada aplikasi e-Rekon&LK, sehingga satker 

cukup melakukan pengunggahan ADK dari aplikasi SAIBA ke aplikasi 

e-Rekon&LK, maka secara sistem akan dij alankan proses rekonsiliasi 

sekaligus proses penggabungan data laporan keuangan unit pelaporan 

di atasnya. Data Laporan Keuangan yang diunggah oleh satker 
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merupakan data yang sama untuk menyusun Laporan Keuangan 

tingkat UAPPA-W hingga tingkat UAPA. Oleh karena itu, PA/KPA 

bertanggung jawab atas data yang ada pada aplikasi e-Rekon&LK. 

2. Periodisasi Rekonsiliasi 

Rekonsiliasi dimulai dengan mengunggah ADK ke aplikasi 

e-Rekon&LK yang dilakukan pada saat masa pengunggahan (open 

period). Proses rekonsiliasi sampai dengan terbitnya Berita Acara 

Rekonsiliasi (BAR) dilaksanakan paling lambat tanggal 1 4  bulan 

berikutnya. Apabila tanggal 14 jatuh pada hari libur /yang diliburkan, 

rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN-Daerah 

dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. Namun, 

dalam kondisi tertentu yang disebabkan antara lain: 

a. kebijakan libur / cuti nasional; 

b. kebijakan penyusunan laporan keuangan semesteran, tahunan 

unaudited, dan tahunan audited; dan/ atau 

c. permasalahan sistem. 

Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengatur kembali jadwal 

pelaksanaari rekonsiliasi. Hal ini perlu dilakukan agar entitas 

akuntansijpelaporan mendapatkan alokasi waktu yang memadai dan 

wajar untuk melakukan proses rekonsiliasi, penyusunan, dan 

penyampaian laporan keuangan yang berkualitas. 

Batas akhir pengunggahan ADK ke aplikasi e-Rekon&LK paling 

lambat dua hari kalender sebelum batas akhir penyelesaian 

rekonsiliasi dan terbitnya BAR. Sebagai contoh apabila tanggal 1 4  Juli 

2XXO sebagai batas akhir penyelesaian rekonsiliasi jatuh pada hari 

Selasa namun bertepatan dengan hari libur nasional, batas akhir 

rekonsiliasi dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya, yaitu hari Senin 

tanggal 13 bulan Juli 2XXO. Batas akhir pengunggahan ADK adalah 

dua hari kalender sebelum batas akhir rekonsiliasi, yaitu hari Sabtu 

tanggal11 bulan Juli 2XXO. 

Pada saat penutupan waktu unggah ADK (close period), satker 

tidak dapat menggunggah ADK ke aplikasi e-Rekon&LK. Hal tersebut 

agar unit akuntansi dan pelaporan di atasnya dapat melakukan 

analisis Laporan Keuangan, terutama pada saat penyusunan Laporan 

Keuangan periode Semester I dan Tahunan. Setelah close period pada 

batas akhir rekonsiliasi, jadwal unggah dapat dibuka kembali untuk 
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memberikan kesempatan kepada UAKPA/UAKPA BUN yang belum 

menyelesaikan rekonsiliasi sehingga dapat dilakukan · pencabutan 

sanksi dan memberikan kesempatan kepada UAKPA/UAKPA BUN yang 

mau melakukan pengunggahan ulang karena melakukan perbaikan 

data. 

Dalam hal terdapat kebutuhan tertentu, misalnya untuk 

penyusunan laporan keuangan semesteran, tahunan unaudited, dan 

tahunan audited) Kementerian Keuangan c. q. Ditjen Perbendaharaan 

dapat mengatur kern bali jadwal buka dan tutup waktu pengunggahan 

(open-close period). 

Selain itu, apabila diperlukan dalam proses penyusunan laporan 

keuangan yang berkualitas, kementerian negarajlembaga dapat 

mengajukan usulan perubahan jadwal buka dan tutup 

penggunggahan ADK rekonsiliasi yang berbeda dari jadwal yang telah 

ditetapkan Ditjen Perbendaharan, yang berlaku hanya untuk 

kementerian negara/lembaga yang bersangkutan kepada Direktur 

Jenderal Perbendaharaan. Misalnya dalam rangka menindaklanjuti 

koteksi audit dari BPK untuk meralat dokumen penerimaan dan 

pengeluaran, kementerian negarajlembaga mengajukan permintaan 

dispensasi perpanjangan waktu untuk koreksi transaksi keuangan. 

Setelah dispensasi koreksi di buka, Satker tertentu pada kementerian 

negarajlembaga dimaksud melalukan ralat transaksi 

penerimaanjpengeluaran ke KPPN mitra kerja. Selanjutnya 

kementerian negarajlembaga mengajukan permintaan untuk buka 

waktu pengunggahan ADK ke Ditjen Perbendaharaan. 

3 .  Proses rekonsiliasi 

Untuk keperluan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, 

operator satuan kerja mengunggah ADK rekonsiliasi ke aplikasi e-
. 

Rekon&LK. Penggunggahan ADK sekaligus penyampaian Laporan 

Keuangan secara elektronik un tuk keper luan rekonsiliasi. 

Satker kementerian negarajlembaga dan Satker BA BUN 

menghasilkan ADK rekonsiliasi dari Aplikasi SAIBA. ADK tersebut 

bersifat kumulatif, misalnya untuk ADK bulan Juni, tercakup data 

mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 3 0  Juni. 

Data yang diunggah ke aplikasi e-Rekon&LK merupakan data 

untuk kebutuhan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, 
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sehingga sebelum melakukan pengunggahan ADK ke Aplikasi 

.e-Rekon&LK, Satuan Kerja harus memastikan data Aplikasi SAIBA 

sudah lengkap dan benar, misalnya: 

a. Sudah melengkapi data transaksi harian yang diperoleh dari 

Aplikasi SAS. 

b. Seluruh transaksi Persediaan telah direkam di Aplikasi 

Persediaan dan telah dikirimkan datanya ke Aplikasi SIMAK BMN. 

c. Seluruh transaksi A set Tetap j A set Lainnya telah direkam di 

Aplikasi SIMAK BMN dan telah dilakukan penyusutan dan/ atau 

amortisasi sesuai keten tuan serta telah dikirimkan datanya ke 

Aplikasi SAIBA. 

d. Aplikasi SAIBA telah menerima data dari Aplikasi Persediaan dan 

Aplikasi SIMAK BMN dan telah dilakukan perekaman transaksi 

akrual dan jurnal penyesuaian sesuai ketentuan. 

e. Telah dilakukan analisisjtelaah terhadap validitas data. 

Elemen Data Rekonsiliasi 

Rekonsiliasi dilakukan atas 

pendapatan yang dialokasikan, 

data pagu belanja, estimasi 

pendapatan, pengembalian 

pendapatan, belanja, pengembalian belanja, pagu transfer, transfer, 

pengembalian transfer, mutasi UP /TUP, serta posisi Kas di Bendahara 

Pengeluaran, Kas pada Badan Layanan Umum, dan Kas Lainnya di 

kementerian negarajlembaga dari Hibah. 

Elemen data yang direkonsiliasi paling sedikit meliputi: 

a. Pagu Belanja: 

Bandingkan elemen data pagu belanja berupa kode BA, Es 1 ,  Kode 

Satker, Program, Kegiatan, Output, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis 

Kewenangan, Sumber Dana, dan Cara Penarikan an tara data SiAP 

dengan SAI/SABUN. 

b. Belanja 

Bandingkan elemen data belanja berupa kode Satker, KPPN, 

Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, ESl, dan 

jumlah rupiah antara data SiAP dengan SAI/SABUN. 

c. Pengembalian Belanja 

Bandingkan elemen data pengembalian belanja berupa kode 

Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, 

BAESl, dan jumlah rupiah antara data SiAP dengan SAI/SABUN. 
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d. Pagu Transfer 

Bandingkan elemen data pagu transfer berupa kode BA, Es 1 ,  

Kode Satker, Program, Kegiatan, Output, Akun, Jumlah Rupiah, 

Jenis Kewenangan, Sumber Dana, dan Cara Penarikan antara 

data SiAP dengan SAI/SABUN. 

e. Transfer 

Bandingkan elemen data transfer berupa kode Satker, KPPN, 

Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, ESl, dan 

jumlah rupiah antara data SiAP dengan SAI/SABUN. 

f. Pengembalian Transfer 

Bandingkan elemen data pengembalian transfer berupa kode 

Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, 

BA, ESl, dan jumlah rupiah antara data SiAP dengan 

SAI/SABUN. 

g. Estimasi Pendapatan Pajak 

Bandingkan elemen data Estimasi Pendapatan Pajak yang 

dialokasikan berupa kode BA, ESl, satker, KPPN, akun, dan 

jumlah rupiah antara data SiAP dengan SAI/SABUN. 

h. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak 

Bandingkan elemen data Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang 

dialokasikan berupa kode BA, ESl, satker, KPPN, akun, dan 

jumlah rupiah antara data SiAP dengan SAI/SABUN. 

1. Pendapatan Pajak 

Bandingkan elemen data Pendapatan Pajak berupa kode KPPN, 

Akun, BA, ESl, dan jumlah rupiah antara data SAI/SABUN dan 

SiAP. 

J. Pendapatan Bukan Pajak 

Bandingkan elemen data Pendapatan Bukan Pajak berupa kode 

KPPN, Akun, BA, ESl, dan jumlah rupiah antara data SAI/SABUN 

dan SiAP. 

k. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak 

Bandingkan elemen data Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak 

berupa kode Satker, KPPN, Akun, BA, ESl dan jumlah rupiah 

antara data SAI/SABUN dan SiAP. 

1. Pengembalian Pendapatan Pajak 
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Bandingkan elemen data Pengembalian Pendapatan Pajak yaitu: 

Satker, KPPN, Akun, BA, ESl dan jumlah rupiah antara data 

SAI/SABUN dan SiAP. 

m. Mutasi Uang Persediaan 

Bandingkan elemen data Mutasi Uang Persediaan berupa kode 

Satker, KPPN, Akun, BA, ESl, dan jumlah rupiah antara data 

SAI/SABUN dan SiAP. 

n. Kas di Bendahara Pengeluaran 

. Bandingkan · saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdapat 

pada Neraca SAI/SABUN dengan Neraca SiAP. 

o. Kas pada Badan Layanan Umum 

Bandingkan saldo Kas pada Badan Layanan Umum yang terdapat 

pada Neraca SAI/SABUN dengan Neraca SiAP. 

Apabila terdapat perbedaan karena Satker BLU telah melakukan 

reklasifikasi Kas pada BLU menjadi aset yang lain (misalnya 

menjadi investasi jangka pendek atau dana yang dibatasi 

penggunaannya) maka pada saat pelaksanaan rekonsiliasi, satker 

BLU harus menjelaskan selisih tersebut. 

p. Kas Lainnya di Kementerian NegarajLembaga dari Hibah 

Bandingkan saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga 

dari Hibah yang terdapat pada Neraca SAI/SABUN dengan Neraca 

SiAP. 

5. Hasil. Rekonsiliasi 

Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam BAR. Penandatanganan BAR 

dilakukan secara elektronik (digital signature) oleh: 

a. Kasubag Keuanganjpejabat yang menangani keuangan atas 

nama Kuasa Pengguna Anggaran; dan 

b. Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN atas nama 

Kuasa .BUN, 

pada aplikasi e-Rekon&LK. Apabila penandatangan BAR secara 

elektronik tidak dapat dilakukan, penandatangan BAR dapat 

dilakukan secara manual. 

Penerbitan BAR diatur sebagai berikut: 

a. Apabila diperoleh data yang sama antara SiAP dan SAI/SABUN 

maka diterbitkan BAR; 
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b. Apabila diperoleh data yang berbeda dimana perbedaan tersebut 

disebabkan kesalahan data SiAP danjatau diakibatkan oleh 

permasalah pada Aplikasi SPAN, maka dapat diterbitkan BAR dan 

perbedaan tersebut harus dijelaskan secara memadai. KPPN 

melakukan perbaikan untuk data atau melakukan koordinasi 

dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan; 

c. Apabila diperoleh data yang berbeda dimana perbedaan tersebut 

disebabkan kesalahan data SAl/SA-BUN maka kesalahan 

tersebut harus dilakukan perbaikan berdasarkan Laporan Hasil 

Rekonsiliasi (LHR) , setelah dilakukan perbaikan maka dilakukan 

rekonsiliasi ulang dengan memperhatikan batas akhir 

rekonsiliasi. BAR diterbitkan apabila sudah tidak terdapat 

perbedaan antara data SAI/SABUN dan SiAP atau telah 

memenuhi kriteria untuk diterbitkan. 

d. Apabila perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak 

diakui oleh satker, Kuasa Pengguna .Anggaran membuat Surat 

Pernyataan tidak mengakui transaksi tersebut dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Modul Rekonsiliasi dalam 

Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum 

Negara dan Kementerian Negara/Lembaga ini. Berdasarkan Surat 

Pernyataan tersebut, BAR diterbitkan dengan menjelaskan 

perbedaan dimaksud secara memadai, dan KPPN melakukan 

langkah-langkah perbaikan pada data SiAP sesuai ketentuan. 

Dalam pelaksanaan rekonsiliasi menggunakan aplikasi 

e-Rekon&LK, terdapat beberapa tahapan proses rekonsiliasi, antara 

lain se bagai beriku t: 

a. Diproses Sistem 

Tahapan pada aplikasi apabila Satuan kerja telah mengunggah 

ADK. ADK diproses rekonsiliasi secara sistem untuk 

menghasilkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) ; 

b. Menunggu Persetujuan BAR (Analisis Hasil Rekon) 

Proses rekonsiliasi secara sistem sudah selesai, dan sudah 

menghasilkan LHR. Berdasarkan LHR, KPPN maupun satuan 

kerja melakukan analisis. Berdasarkan hasil analisis, KPPN 

memberikan persetujuan atau penolakan hasil rekonsiliasi sesuai 

dengan ketentuan tentang penerbitan BAR di atas. 

c. Menunggu Satker Upload Ulang 
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Berdasarkan analisis data belum bisa di terbitkan BAR, KPPN 

melakukan penolakan data pada aplikasi e-Rekon&LK. Kemudian 

KPPN memberikan penjelasan penyebab penolakan data tersebut 

kepada satuan kerja, misalnya terdapat elemen data yang 

berbeda. 

d. Menunggu Tanda Tangan KPA 

Dalam hal rekonsiliasi telah memenuhi syarat terbitnya BAR, 

KPPN menyetujui data hasil rekonsiliasi. 

Setelah KPA melakukan tanda tangan BAR secara elektronik, 

proses ini memicu sistem aplikasi menghasilkan Tanda Tangan 

KPA secara elektronik, QR code, dan cetakan BAR. 

e. Menunggu Tanda Tangan Kasi Vera 

BAR telah ditandatangani secara elektronik oleh KPA. 

Setelah Kasi Vera melakukan tanda tangan BAR secara 

elektronik, proses ini akan diikuti dengan perubahan QR code. 

f. BAR siap Download 

BAR sudah ditandatangan oleh KPA dan Kepala Seksi Vera. 

6. Ketentuan Unggah Ulang ADK Perbaikan Data dan Pembatalan Berita 

Acara Rekonsiliasi 

Proses analisis laporan keuangan dilaksanakan oleh satker 

maupun oleh unit pelaporan di atasnya. Sehingga dimungkinkan 

setelah BAR terbit, terdapat perbaikan berdasarkan hasil 

analisa/ telaah dari unit akutansi dan pelaporan. Atas perbaikan 

tersebut harus dilakukan pembatalan BAR (reset BAR) dan unggah 

ulang ADK. Pembatalan BAR serta unggah ulang ADK dapat dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Satker yang melakukan perbaikan data harus melakukan 

pengunggahan ulang ADK ke Aplikasi e-Rekon&LK. Bagi Satker 

yang telah mendapatkan BAR atas rekonsiliasi yang dilakukan, 

maka Satuan Kerja tersebut harus menyampaikan permohonan 

pembatalan/ reset BAR ke KPPN sebelum mengunggah kern bali 

ADK ke Aplikasi E-Rekon&LK. Permintaan untuk pembatalan 

BAR disampaikan secara tertulis ke KPPN mitra kerja. 

b. Berdasarkan Surat Permohonan Pembatalan BAR, KPPN 

melakukan langkah Pembatalan BAR pada aplikasi e-Rekon&LK. 
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Pembatalan BAR dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

Satker, tanpa memperhatikan jadwal open-close period. 

c. Satker yang telah mengajukan pembatalan BAR dan disetujui 

KPPN, harus melakukan proses uplaod ADK ulang sampai dengan 

terbitnya BAR. 
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BAB III 

SANKS I 

Satuan Kerja yang tidakfterlambat melakukan rekonsiliasi sampa1 

batas akhir jadwal pelaksanaan rekonsiliasi dikenakan sanksi 

administratif. Indikator pengenaan sanksi adalah apabila sampai batas 

akhir jadwal pelaksanaan rekonsiliasi belum mendapatkan persetujuan 

atas hasil rekonsiliasi dari KPPN atau di aplikasi e-rekon&LK belum 

memperoleh status "Menunggu Tanda Tangan KPA". 

Satuan Kerja yang belum mendapatkan persetujuan KPPN berarti data 

Satker belum memenuhi persyaratan penerbitan BAR. Misal Satker 

melakukan pengunggahan ADK pada hari terakhir pengunggahan ADK, 

yaitu tanggal12 Juli 2XXO. Apabila sampai dengan batas akhir rekonsiliasi 

masih belum mendapat persetujuan KPPN sehingga belum memperoleh 

status "Menunggu Tanda Tangan KPA" di aplikasi e-Rekon&LK, Satker 

tersebut dikenakan sanksi administratif. 

Dalam rangka pengenaan sanksi, KPPN menerbitkan SP2S (Surat 

Pemberitahuan Pengenaan Sanksi) kepada Satuan Kerja yang terkena 

sanksi. Pengenaan sanksi tersebut tidak membebaskan Satuan Kerja dari 

kewajiban menyelesaikan rekonsiliasi. 

Sanksi diberikan dalam bentuk pengembalian SPM yang diajukan 

satuan kerja, kecuali untuk: 

a. SPM LS Belanja Pegawai; 

b. SPM LS Kontraktual kepada pihak ketiga; dan 

c. SPM Pengembalian. 

B. PENCABUTAN SANKSI 

Satuan Kerja yang terkena sanksi wajib menyelesaikan rekonsiliasi 

dengan mengunggah ADK aplikasi e-Rekon&LK pada saat masa 

pengunggahan ADK Aplikasi e-Rekon&LK dibuka. Sanksi akan dicabut 

setelah Satuan Kerja menyelesaikan rekonsiliasi hingga mendapatkan 

persetujuan KPPN atau mendapatkan status "Menunggu Tanda Tangan 

KPA". Pencabutan sanksi dilakukan dengan penerbitan SP3S (Surat 

Pemberitahuan Pencabutan Sanksi) oleh KPPN kepada Satuan Kerja 

terse but. 
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BAB IV 

FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI, SURAT 

PEMBERITAHUAN PENGENAAN SANKS! (SP2S) , DAN SURAT 

PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PENGENAAN SANKS! (SP3S) 

A. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI TINGKAT KPPN ANTARA KPPN 

DENGAN UAKPA/UAKPA BUN 

l>ndtt had ini ... tanggal ... bulan . .. ta.hun .... telah diselenggnmkan 
l.'�koru�iUt:\si dattt trans�tks.i keuangan antara satuan .ke(ja H .... kod¢ ( ... t, yt'ttlg 
selanjutnya disebut UAKPA/UAKPA lJHJN denga.n Ki'PN ..... kode ( .... )t yang 
sehtnjutnya diaebut UAK.BUN�Daemh untuk perlode .. H ... 

Rek<.ulsUiaai dilaksnnakan secil.ru bersatrurt"'st:vna� dengan hasU 

SlAP SA 

f.·insil Rek:o:nsUia� secarn dnci terttuu1g dahnn. l..aportrn Ha.sU r�ekonsilinsi dnn 
hunl'>iran ialnnyn yang tnerupaknn bngian yan.g tidak tcrpianhknn. da.ri BAR int 
i>erb�d�Jlil yang musih ditemuknn aknn ditindnklnnjuU kedun behd1 pihak. 

l)<H1likian berita acarn hti <.libuat dengnn se�Sungguhnya untuk dUaksanaknn 
�ebogtumnnt:\ mC$tinya. 

tt�tL Kuasa Bendahura Urnum 
N�gat�� 
Kepah:t Sekm Vedflkasl dnn 
Akuntansi/ Keprua. Selmi 
Veriflka�i) Akuntansi dan 
Kcpnttd'Uu1lnt�mal OR 

CODE 

u�n. Kuusa Pengguna Angganul�. 
Keprua Sekai/Su.bagian .... �u 

�lnku Pejahat 
Penaxtggu.ngjt:xwab 
f�ekonsHiasi UAKPA 
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l .. atnpiran 
Berit.a Acat·a r�ekonsiU�t.s.i 
Nornor : 
Ttlnggal! 

J)t:lrl lltl\sU RekonsUiaal 1Aporan SAt/SABUN de.ngan SiAP btllan .... 2XXX �pat 
dis�tnlp�tikan .lu:tl .. bal sebagmi berikut: 
. I>agu Anggartan Betanja 

SiAl' I�p . ._. 

SAi/SASUN J.�p ''* 

11tlt:1k terdapat perbedaan atau terdaJ>at perbedt;UUl tult:Eu·a data SlAP ae1:1��,.n 
dabl SAI/SABUN <sebutkan seluruh unstl.r .. un�u.r yang berbeda>. 
l);�lgu Angg�ran Transfe1· 

S.lA:I' Rp .. ., . 

SABUN •Rp n� 

11d�tk terd4l pat perbedaan at.a\:t terdapat perbedatut antar�t data SiAP ttel�l&t:l;n 
datf:l Sl\l/SABUN <sebutkan �eturub unsur..-tu1sur yang berbeda>. 

3. itsUrnasi Pendapatan Bukan P 
�nd(!l.k te.t·da.pat perbed�l(tn atau ·terdapat. perbedtlaJ'l anuu-a data SiAP '"'1"'"-"'b«'�··"'· 
dEtttl SAI/SABUN <8ebut,kan seluruh tU\Sttr ... unsur ya.n.g berbeda>. 
u:tpor.an Realisasi Be�njt:l 
SiAJ:> • Rp , •• 

��A·· �'f·· �,"e�t�� ·R:· ... '�;j ,(t �.h,J�Vl� p �u 

1ldttk terdap.at perbedaan �1:tau terdapat perbedaan anta.rn data SiAP ueJD;g.s;,tl 
dtda SAI/SABUN <st;bUti(M seluruh unsur..,tm.�uryang berbeda>. 
�rtgen1balian Belanja 
SiAP Rp ··� 

SAi/SABU.N �·���l ·�· 

1ldak terdapat perbednan atau terd:apat _perbedaan antara data SiAl� dengan 
dtiWt SAl/ SA BUN <$ebutkan seh:tttth unsur ... urulur yang l:Jerbedil>. 
Uti>Ort:ttl ReaU!aal Transfer 
SiA'F:. Rp ,, ... 

.SAf,.UN Rp . ·� 

1ldttk terdapat perbedaan tdau terdapat perbedaan antara d�\ta SSAP deng�n 
<h1ta SABUN <sebutkan sehuuh unsur ... unsuryJ)ngberbeda>. 

1. Pengernba.Ut.ul Tn1n.ster 
SiJ\P •Rp u• 

SAl� UN #.t Rp '*' 

�ndak t;erdapat pcrbedaan atttll terdf.lpat. perbedaan antanil datu SiAP dengutn 
data SABUN <sehutkan seluruh ttn�n.lr...,tulsu:ryang:berbeda>. 

8 . Ret\li.$&Jd Pendapal�Ul Bu.katl Pajak 
SlAP • Rt' .... 
SAJ/SABUN l�p .,.. 
11dak terdapat perbedaa.n atau terdapa.t perbedaa.n ant,ara; data Sll\P det1g�n 
dam Sl\f/ SABUN <&�butkan seluruh unsur .. unsur yang berbeda>. 
'l>�u1gemba1ian l>endapatM ,Bukan .f>ajak 
SiAl:. Rp ·"" 

Sl\1/SAB'UN il;! Rp .•. 
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tfidak terdap�lt. perbeda>an at.au tcrdapat perbedaan. tlntart1 dt�U� Sii\P dengtul 
dlitta SAl/SABUN <sebutkan seluruh unsur .. unstU" yang berbeda.> . 
l'enge:rnbaUan l�ndapatt=ul J>ajak 
S'iAl:> • l�p . •  ,. 

SAl/SA,l3lJN Ri:> . H  

1ldak tel<thtpttt pet·bed�trul �1tau terdapt1t perbeda.an. Q;t1tan:t dat�t SiAP det\,�t:ttl 
datt;l Sl\lfSABUN <sebutkan �cluruh tlnsu.r .. unsur yt:u1g berbed.a>. 

i I .  1v1uta�i Ua:ng t�r&edinan. 
SiAP • Rp ." . 
SAl/SABUN • Rp . •  ., 

tri<lak tetdapat peroodatu1 �t�tu tcrdtll)at perbedtlan antara data SiAP deng�ul. 
da.tQ. SAi/SABUN <sebut.krul selu.ruh unsur"'Ullaur yttng berbedtl>. 
Kn� di Benr:lahnru l�ngcluara11 
Sit:\P � Rp � - �  

S1\I /SABUN • Rp . � ,.  

Tldtlk t�rdapat perbethu;ul £ttau tcrdnpat perbedaan antnia data SiA:t> d�ngnn 
d�ttt:t s,AI/SABUN <s�butkan seluruh u.nsur .. unsur yar1g berbedti> . 
1\t:ts p.adn Badnn Lt�ytmn:tl Utntutt 
SlAP � Rp . .. 

· SAI/SABUN • Rp � - �  

Tid�lk t�x·da.pat pcrbedtttan �t1ttU terdupat perbednan ruttart£t data SlAP dengful 
d�ttt�, SAI/SAI3UN <sebutkan scluruh unsur--tnlsur yru1g oorbeda>� 
Kns L(unnya tU l</ ,L dad 1·1 ib�lh 
Si�J\P • Rp ,. . ,.  
SAI/SABUN � l'p W< 

ll:dak terdapilt perbedttru1 · ntau t.e.rdnpat pcrbednan. t:111tara data SiAP dengtful 
dnttl SAlfSABUN <sebutkan st!lurull un.sur.-unsur yang bem�dn> . 
Uulgketh,.hulgkah pet'bftdkan kesa.h1han/perood�uln . . .  

�t.n �  K:ua.sa Benda.hara Unl\H11 
Ncg�u'U, 
K�prua Sekai Veriftkasi dan 

a. �n. Kua.sa Pengguna Angga.rtlrl, 
Kepnla Seksi/Subagh:Ul ... .. " " '  

Selttku Pejabat 
Aktultang!J K(1lpattt Seksi .,...-..-------.., f'�nanggungja\V�lb 
Veriukasi� Akunta:ntd dan 
Kei,nltuban Intel�nt\l O·R 

CODE 

R�korlsiliasi U AKPA, 
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B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGENAAN SANKSI (SP28) 

Nornor 
Sffat 
l'ittl 

: s ... 
: Scgcn'l 
= Surat Pentberitahtu:tn Pengena.nn Snnktd (SP2S) 

Be#:dasarkLlll cata.trul dalatn pernbukua.n UAKBUN,,Daemb. dapat dJken.lukakan bahw�t 
<.OJ!UlH:\ s�xtutttl KerjnJ kode StltUQXi Kerjn> yang Saudara ptm.ph1 beltun rnelak�.t\nakt;lJ) 
re�nnsiUtUli selltttd dengn.n ketetuan yang bedaku� sehin.gga Kantor /Satunn Ketja 
StuJdara kkunl benkm sankai pe"ngembulian Surat Perintah Membayt\r (SPM.) 
yt,Ulg diajukan. Pengenna.n snnkai berlaktt tl£Ullpai Kantor'/ Sattu1n Kerja S�.ttda.rn 
mctnenuhi kewnjtban tersebut diatas. 

Detnikian diS:arnpl\tikrut .nhl$ perhntlan dan keija sunH\ Srrudatt"l dhJCt'lpknn teti:rntl 
ki:'t$lh, 

1"'cJ:nbt;t �t:ul; 

Keptdtl Seksi l'enct;':dran Dt\Utl KPPN * ' ' 
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C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PENGENAAN SANKSI 

(SP3S) . 

Nc».:r:nor 
S1Cat, 
J>edhtJI 

: Segetu 
: Su.rat Pend:>erltahufUl Pencabutnn 

Pen gena.tul &u1kai 

Berdastukan Surnt Pernberltahuan Pengen£UlU1 Sanks! (SP2SJ Norno1· � <NotlHJt 
Sl>2S> <tanggalfbuhul/tahttn>� dan denga,n telah cUpenuhinyt�t ke\vajibtlJl 
U)ehJtkstuudmn rekoncSiUasi sesuai dengk\n ketentuan y�ulg berla� oleh Kantor /St:ltuan 
KGlj� Stlttdaraf denpn 1nl cUbcrimhukan bahwa sanks.i pcngembaUan Surat Perl:nttllb 
Membayar (SPM,; yang diajukun ulch Kantor/Satt.tan Kctja Saudarn dlCt\but. 

�reJnbu san: 

KeJlOJ� Seksi f:>enooiran Dnna KP1� . " "  
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D .  FORMAT SURAT PERNYATAAN ATAS PERBEDAAN DATA REKONSILIASI 

SURA'T P.ERN.YATAAN ATAS IPERBEDAAN DATA REKONS lLIASI 

Yang berta.r:tda ta.nga.n eli bfr\.vah ini :  

Narna. 
. NIP .. • " .. � • • • � .. oo!o � · �  .. ..  · �  • •  � '  ... .. '! .. .. :. · �  .. ., · !  . ..  ; .; .. ..  .; .. ' �  . ,  ' 'io  .iii .. ., �  .. ..  � .. .. ..... - �  .. � �  ·i·* . ..  " ·� . ..  '! � .. .  

J abat an 

nnenya.ta.kan dengan se sun gguhnya bah'\VH transaksi yang n�tenj adi perbedaan 
a.nta:ra. Sil\.P dan SAI pad a. rekonsiliasi data ant ara Kuasa Pengg una An.ggara.n 
(KPA) , , , .  . . . . . . , . dengan Kantor Pel.ayanan Per1:>endaharaan Nega.ra (KPPN ). . . .. . .  . ,., .. . 
sebaga,i1nans da.Jtar terl�:tnlpirt sete[s.b kan1i n1elskukaxl penelusun1.n ,  dokumen 
sum.berny a. tida.k .ka.mi temuka.n d :m/ ata.u bnka.n m.erup.akan t:ra.nsaltsi 

pada satuan ke:rja kami. 

Apabi.la. di k:ernudia.n had tra.nsaksi dimaksud dap�;'t dibuk tikan 

r:n.erupakan trans aksi pa da satuan kerja kan1i.r segah:a kerugian y�u1 g te1j adi 
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